
PEMERINTAH KABUPATEN SINJAI

PERATURAN DAERAH KABUPATEN SINJAI

NOMOR 8 TAHUN 2012

TENTANG

RETRIBUSI PELAYANAN PERSAMPAHAN/KEBERSIHAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI SINJAI,

Menimbang : bahwa  untuk  melaksanakan  ketentuan Pasal  110 
huruf  b  Undang-Undang  Nomor  28  tahun  2009 
tentang  Pajak  Daerah  dan  Retribusi  Daerah,  perlu 
membentuk  Peraturan  Daerah  tentang  Retribusi 
Pelayanan Persampahan/Kebersihan;

Mengingat : 1. Undang-Undang  Nomor  29  Tahun  1959  tentang 
Pembentukan  Daerah-daerah Tingkat  II  di  Sulawesi 
(Lembaran  Negara  Republik  Indonesia  Tahun  1959 
Nomor  74,  Tambahan  Lembaran  Negara  Republik 
Indonesia Nomor 1822);

2. Undang-Undang  Nomor  8  Tahun  1981  tentang 
Hukum  Acara  Pidana  (Lembaran  Negara  Republik 
Indonesia  Tahun  1981  Nomor  78,  Tambahan 
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3209);

3. Undang-Undang  Nomor  32  Tahun  2004  tentang 
Pemerintahan  Daerah  (Lembaran  Negara  Republik 
Indonesia  Tahun  2004  Nomor  125,  Tambahan 
Lembaran Negara Nomor 4437)  sebagaimana telah 
diubah  beberapa  kali  terakhir  dengan  Undang-
Undang Nomor  12  Tahun 2008  tentang Perubahan 
Kedua atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 
tentang  Pemerintahan  Daerah  (Lembaran  Negara 
Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan 
Lembaran Negara Nomor 4438);

4. Undang-Undang  Nomor  33  Tahun  2004  tentang 
Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan 
Pemerintah  Daerah  (Lembaran  Negara  Republik 
Indonesia  Tahun  2004  Nomor  126,  Tambahan 
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);

5. Undang-Undang Nomor  18  Tahun  2008  tentang 
Pengolahan  Sampah  (Lembaran  Negara  Republik 
Indonesia Tahun 2008  Nomor 69);
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6. Undang-Undang   Nomor  28  Tahun  2009  tentang 
Pajak  Daerah  dan  Retribusi  Daerah  (Lembaran 
Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, 
Tambahan  Lembaran  Negara  Republik  Indonesia 
Nomor 5049);

7. Undang-Undang Nomor 12  Tahun  2011  tentang 
Pembentukan Peraturan  Perundang-undangan 
(Lembaran  Negara  Republik  Indonesia  Tahun  2011 
Nomor   82,  Tambahan  Lembaran  Negara  Republik 
Indonesia Nomor 5234);

8. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang 
Pengelolaan  Keuangan  Daerah  (Lembaran  Negara 
Republik  Indonesia  Tahun  2005  Nomor  140, 
Tambahan  Lembaran  Negara  Republik  Indonesia 
Nomor 4578);

9. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang 
Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, 
Pemerintahan  Daerah  Provinsi  dan  Pemerintahan 
Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik 
Indonesia  Tahun  2007  Nomor  82,  Tambahan 
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);

10. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang 
Organisasi  Perangkat  Daerah  (Lembaran  Negara 
Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 89, Tambahan 
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4741);

11. Peraturan Pemerintah Nomor 69 Tahun 2010 tentang 
Tata  Cara  Pemberian  dan  Pemanfaatan  Insentif 
Pungutan  Pajak  Daerah  dan Retribusi  Daerah 
(Lembaran  Negara  Republik  Indonesia  Tahun  2010 
Nomor  119,  Tambahan  Lembaran  Negara  Republik 
Indonesia Nomor 5161);

12. Peraturan  Menteri  Dalam  Negeri  Nomor  33  Tahun 
2010 tentang Pedoman Pengelolaan Sampah (Berita 
Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 274);

13. Peraturan  Menteri  Dalam  Negeri  Nomor  53  Tahun 
2011  tentang  Pembentukan Produk  Hukum Daerah 
(Berita  Negara  Republik  Indonesia  Tahun  2011 
Nomor 694);

14. Peraturan  Daerah Nomor  3  Tahun  2010  tentang 
Penyidik  Pegawai  Negeri  Sipil  di  Lingkungan 
Pemerintah  Kabupaten  Sinjai  (Lembaran  Daerah 
Kabupaten Sinjai Tahun 2010 Nomor 3);
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15. Peraturan  Daerah  Nomor  5  Tahun  2010  tentang 
Pokok-Pokok  Pengelolaan  Keuangan  Daerah, 
(Lembaran  Daerah  Kabupaten  Sinjai  Tahun  2010 
Nomor  5,  Tambahan  Lembaran  Daerah  Kabupaten 
Sinjai Nomor 5);

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN SINJAI

dan

BUPATI SINJAI

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN  DAERAH  TENTANG  RETRIBUSI  PELAYANAN 
PERSAMPAHAN/KEBERSIHAN.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1
Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan  :

1.

2.

Daerah adalah Kabupaten Sinjai.

Bupati adalah Bupati Sinjai

3. Pemerintah Daerah adalah Bupati dan perangkat daerah sebagai unsur 
penyelenggara pemerintahan daerah.

4. Dewan  Perwakilan  Rakyat  Daerah yang  selanjutnya  disingkat  DPRD 
adalah  lembaga  perwakilan  rakyat  daerah  sebagai  unsur 
penyelenggara Pemerintahan Daerah.

5. Sampah  adalah  sisa  kegiatan  sehari-hari  atau  proses  alam  yang 
berbentuk  padat  yang  terdiri  atas  sampah  rumah  tangga  maupun 
sejenis sampah rumah tangga.

6. Jalan umum adalah setiap jalan Kabupaten Sinjai dalam bentuk apapun 
yang terbuka untuk lalu lintas umum termasuk trotoar.

7. Tempat umum adalah fasilitas yang disediakan Pemerintah Kabupaten 
meliputi  lapangan dan lain-lain tempat yang dipersamakan.

8. Tempat  Penampungan  Sementara  adalah  tempat  sebelum  sampah 
diangkut  ketempat  pendauran  ulang,  pengolahan  dan/atau  tempat 
pengolahan sampah terpadu.

9. Tempat  Pemrosesan  Akhir  adalah  tempat  untuk  memproses  dan 
mengembalikan  sampah  ke media  lingkungan  secara  aman  bagi 
manusia dan lingkungan.
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10. Retribusi Pelayanan  Persampahan/Kebersihan  adalah  pungutan  yang 
dilaksanakan  oleh Pemerintah  Kabupaten  kepada  seluruh  pemakai 
persil  atas  jasa penyelenggaraan Pelayanan Persampahan/Kebersihan 
pengangkutan sampah dari TPS ke TPA diseluruh Kabupaten Sinjai.

11. Jasa adalah kegiatan Pemerintah Daerah berupa usaha dan pelayanan 
yang  menyebabkan  barang,  fasilitas  atau  kemanfaatan  lainnya  yang 
dapat dinikmati oleh orang pribadi atau badan.

12. Jasa Umum adalah jasa yang disediakan atau diberikan oleh Pemerintah 
Daerah untuk tujuan kepentingan dan kemanfaatan umum serta dapat 
dinikmati oleh orang pribadi atau badan.

13. Wajib  Retribusi  adalah  orang  pribadi  atau  badan  yang  menurut 
peraturan  perundang-undangan  Retribusi  Daerah  diwajibkan  untuk 
melakukan pembayaran Retribusi Daerah.

14. Masa Retribusi  adalah suatu jangka waktu  tertentu  yang merupakan 
batas  waktu  tertentu  bagi  Wajib  Retribusi  untuk  memanfaatkan jasa 
pelayanan tertentu dari Pemerintah Daerah.

15. Surat Setoran Retribusi Daerah yang selanjutnya disingkat SSRD adalah 
bukti  pembayaran  atau  penyetoran  Retribusi  yang  telah  dilakukan 
dengan menggunakan formulir atau telah dilakukan dengan cara lain ke 
kas  daerah  melalui  tempat  pembayaran  yang  ditunjuk  oleh  Kepala 
Daerah.

16. Surat  Ketetapan  Retribusi  Daerah  yang  selanjutnya  disingkat  SKRD, 
adalah surat  ketetapan  Retribusi  yang  menentukan  besarnya  jumlah 
pokok Retribusi yang terutang.

17. Surat Tagihan Retribusi Daerah yang selanjutnya disingkat STRD adalah 
surat untuk melakukan tagihan Retribusi dan/atau sanksi administratif 
berupa bunga dan/atau denda.

18. Badan  adalah  sekumpulan  orang  dan/atau  modal  yang  merupakan 
kesatuan baik yang melakukan usaha maupun yang tidak melakukan 
usaha  yang  meliputi  perseroan  terbatas,  perseroan  komanditer, 
perseroan  lainnya,  Badan  Usaha  Milik  Negara  atau  Daerah  dengan 
nama dan dalam bentuk apapun, firma, kongsi, koperasi, dana pensin, 
persekutan, perkumpulan, yayasan, organisasi masa, organisasi sosial 
politik, atau organisasi yang sejenis, lembaga, bentuk usaha tetap, dan 
bentuk badan lainnya.

19. Pemeriksaan adalah serangkaian kegiatan menghimpun dan mengolah 
data, keterangan, dan/atau bukti yang dilaksanakan secara objektif dan 
profesional  berdasarkan  suatu  standar  pemeriksaan  untuk  menguji 
kepatuhan pemenuhan kewajiban Retribusi dan/atau untuk tujuan lain 
dalam rangka melaksanakan ketentuan peraturn perundang-undangan 
perpajakan daerah dan retribusi daerah.

20. Penyidikan adalah serangkaian tindakan yang dilakukan oleh Penyidik 
untuk  mencari  serta  mengumpulkan  bukti  yang  dengan  bukti  itu 
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membuat  terang  tindak  pidana  yang  terjadi  serta  menemukan 
tersangkanya.

21. Penyidik  Pegawai  Negeri  Sipil  adalah  Pejabat  Pegawai  Negeri  Sipil 
tertentu dilingkungan Pemerintah Daerah yang diberi wewenang khusus 
oleh  undang-undang  untuk  melakukan  penyidikan  terhadap 
penyelenggaraan Peraturan Daerah.

BAB II
NAMA, OBJEK DAN SUBJEK RETRIBUSI

Pasal 2

Dengan  nama  Retribusi  pelayanan  persampahan/kebersihan  dipungut 
Retribusi  atas  pelayanan  persampahan/kebersihan  yang  diselenggarakan 
oleh Pemerintah Daerah.

Pasal 3

(1) Objek  Retribusi  pelayanan  persampahan/kebersihan  adalah  pelayanan 
persampahan/kebersihan yang diselenggarakan oleh Pemerintah Daerah 
yang meliputi :

a. pengambilan/pengumpulan  sampah  dari  sumbernya  ke  lokasi 
pembuangan sementara; 

b. pengangkutan sampah dari  sumbernya dan/atau lokasi  pembuangan 
sementara ke lokasi pembuangan/pembuangan akhir sampah; dan

c. penyediaan lokasi pembuangan/pemusnahan akhir sampah.

(2) Tidak  termasuk  objek  Retribusi  pelayanan  persampahan/kebersihan 
adalah  jalan  umum,  taman,  tempat  ibadah,  sosial  dan  tempat  umum 
lainnya.

Pasal 4

(1) Subjek  Retribusi  Pelayanan  Persampahan/Kebersihan  adalah  orang 
pribadi  atau  badan  yang  menggunakan/menikmati  pelayanan 
Persampahan/Kebersihan.

(2) Wajib Retribusi Pelayanan Persampahan/Kebersihan adalah orang pribadi 
atau  badan  yang  menurut  ketentuan  peraturan  perundang-undangan 
Retribusi diwajibkan untuk melakukan pembayaran Retribusi,  termasuk 
pemungutan  atau  pemotong  Retribusi  pelayanan 
persampahan/kebersihan.

BAB III
GOLONGAN RETRIBUSI

Pasal 5


